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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimanakah sanksi 
hukum terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana menurut sistem hukum 
Indonesia dan bagaimanakah akibat 
penjatuhan pidana penjara terhadap anak 
di bawah umur yang melakukan tindak 
pidana. Denagn menggunakan metode 
penelitian yuridis normative, maka dapat 
disimpulkan: 1. Bahwa sanksi hukum yang 
dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah 
umur yang melakukan tindak pidana 
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi 
pidana terdiri dari : pidana pokok berupa; 
pidana peringatan, pidana dengan syarat 
seperti pembinaan di luar lembaga, 
pelayanan masyarakat atau pengawasan, 
kemudian pelatihan kerja, pembinaan 
dalam lembaga dan pidana penjara; serta 
pidana tambahan berupa: perampasan 
keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana dan pemenuhan kewajiban adat. 
Sanksi tindakan berupa: pengembalian 
kepada orang tua/wali, penyerahan kepada 
seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, 
perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti 
pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan 
swasta, pencabutan SIM dan atau 
perbaikan akibat tindak pidana. 2. Bahwa 
penjatuhan pidana penjara bagi anak 
mempunyai akibat yang sangat besar  
terhadap masa depan anak itu sendiri. Anak 
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akan mendapat cap/label sebagai anak 
nakal, kemudian anak yang sementara 
menjalani pidana dalam penjara akan 
mengalami proses ‘prisonisasi’, suatu 
proses pembiasaan sikap dan perilaku 
dengan narapidana yang lain yang tidak 
baik. Disamping kedua hal tersebut, pidana 
penjara juga berakibat buruk dari dimensi 
sosial yaitu anak akan beranggapan bahwa 
ia telah dibuang dari pergaulan hidup 
masyarakat dan dari dimensi pendidikan, 
anak tidak mempunyai kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan yang layak dan 
kehilangan harapan untuk meraih cita-
citanya.  
Kata kunci: Anak, dibawah umu, penjara. 

 
PENDAHULUAN 

A.   LATAR BELAKANG 
       Perlindungan hukum anak atau 
perlindungan anak secara yuridis dapat 
meliputi perlindungan hukum anak dalam 
bidang hukum privat, dan dalam bidang 
hukum publik. Perlindungan hukum anak 
dalam bidang hukum publik di antaranya 
meliputi perlindungan anak dalam hukum 
pidana materil dan perlindungan hukum 
anak dalam hukum pidana formil. Hukum 
pidana formil berkaitan dengan peradilan 
pidana anak yang termasuk dalam bagian 
peradilan umum. 
       Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak pada 
Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian 
tentang ’perlindungan anak’ yaitu sebagai 
berikut: ”Perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan hasrat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.”  
       Berkaitan dengan perlindungan anak 
maka adalah menjadi tanggung jawab dan 
kewajiban dari orang tua, masyarakat 
umum dan lembaga-lembaga yang diberi 
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wewenang oleh pengadilan serta 
pemerintah baik pusat maupun daerah, 
ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai 
dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 
tahun 2002. Terlebih apabila anak-anak 
melakukan perbuatan-perbuatan 
melanggar hukum. Anak yang melakukan 
perbuatan melanggar hukum tentunya 
akan tetap diproses sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku.  Peradilan anak 
adalah suatu peradilan yang menangani 
perkara pidana yang menyangkut anak 
yang termasuk dalam suatu sistem yang 
disebut dengan sistem peradilan pidana 
dalam suatu masyarakat untuk 
menanggulangi kenakalan anak, sekaligus 
juga diharapkan dapat memberikan 
perlindungan kepada anak yang mengalami 
benturan dengan hukum yang merupakan 
pelaku kenakalan anak. 
       Sebelum diberlakukan UU No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, 
penanganan perkara pidana yang 
pelakunya masih tergolong anak-anak 
dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya 
dengan penanganan dengan perkara yang 
tersangka atau terdakwanya adalah orang 
dewasa. Dalam hal ini Pengadilan Negeri 
telah menyidangkan berbagai perkara 
pidana yang terdakwanya anak-anak 
dengan menerapkan ketentuan-ketentuan 
yang ada dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012, 
maka diharapkan bahwa penanganan 
terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum,  haruslah memperhatikan 
kepentingan anak serta tidak boleh 
melupakan kedudukan anak dengan segala 
karakternya yang khusus, sehingga anak 
yang terkena kasus tidak dirugikan secara 
fisik dan mentalnya. Karena demi 
pertumbuhan dan perkembangan mental 
anak diperlukan pembedaan perlakuan di 
dalam hukum acara dan ancaman 
pidananya. Pembedaan perlakuan dan 

ancaman itu dimaksudkan untuk lebih 
melindungi dan mengayomi anak serta 
memberi kesempatan kepada anak agar 
melalui pembinaan akan diperoleh jati 
dirinya untuk menjadi manusia yang 
mandiri, bertanggung jawab dan berguna 
bagi dirinya , keluarga, masyarakat, bangsa 
dan negara. 

Berdasarkan dari latar belakang ini, 
maka penulis merasa tertarik untuk 
mengangkat judul “Sanksi Hukum 
Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut 
Sistem Hukum Indonesia Dan Akibat 
Pidana Penjara” sebagai tugas akhir dalam 
bentuk Skripsi untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Hukum Fakultas Hukum pada 
Universitas Sam Ratulangi Manado. 
 
B.   RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah sanksi hukum 
terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana menurut sistem 
hukum Indonesia? 

2. Bagaimanakah akibat penjatuhan 
pidana penjara terhadap anak di 
bawah umur yang melakukan tindak 
pidana? 
 

C.   METODE PENULISAN 
       Metode   pendekatan yang   digunakan   
dalam   penelitian   ini   adalah    metode  
pendekatan  yuridis  normatif. Penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan, yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
belaka.3  
 
PEMBAHASAN 
A.Sanksi Hukum Terhadap Anak  

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai 
sanksi terhadap anak ditentukan 

                                                 
3
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian 

Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal-13. 
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berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, 
bagi anak yang belum berumur 14 tahun 
hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi 
Pasal 69 ayat (1) ,  sedangkan terhadap 
anak yang telah mencapai umur di atas dua 
belas (12) sampai delapan belas (18) tahun 
dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan 
bahwa: ringannya perbuatan, keadaan 
pribadi anak, atau keadaan pada waktu 
dilakukan perbuatan atau yang terjadi 
kemudian dapat dijadikan dasar 
pertimbangan hakim untuk tidak 
menjatuhkan pidana atau mengenakan 
tindakan dengan mempertimbangkan segi 
keadilan dan kemanusiaan.4 

Batasan umur tersebut tergolong sangat 
penting dalam perkara pidana anak, karena 
dipergunakan untuk mengetahui seseorang 
yang diduga melakukan kejahatan termasuk 
kategori anak atau bukan. Adanya 
ketegasan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan tentang hal tersebut 
akan menjadi pegangan bagi para petugas 
di lapangan, agar tidak terjadi salah 
tangkap, salah tahan, salah sidik, salah 
tuntut maupun salah mengadili, karena 
menyangkut hak asasi seseorang.  

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 11 
Tahun 2012 telah mengaturnya 
sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 
69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari 
dua (2) macam yaitu berupa: 

1. Pidana; 
2. Tindakan. 

       Berikut akan dibahas tentang 2 (dua) 
jenis sanksi seperti yang disebutkan dalam 
Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012. 
       Sanksi yang pertama adalah sanksi 
berupa pidana. Pidana adalah hukuman 
yang dijatuhkan atas diri seseorang yang 
terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana. Menurut 
ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu 
terdiri dari hukuman pokok dan hukuman 
tambahan. Hukuman pokok terdiri dari 

                                                 
       

4
 Hadi Setia Tunggal, Op-Cit, hlm. 38.  

hukuman mati, hukuman penjara yang 
dapat berupa hukuman seumur hidup dan 
hukuman sementara waktu, hukuman 
kurungan dan hukuman denda. Sementara 
hukuman tambahan dapat berupa: 
pencabutan beberapa hak tertentu, 
perampasan barang tertentu dan 
pengumuman keputusan hakim. 
       Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak 
mengikuti ketentuan sanksi pidana yang 
tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun 
membuat sanksi secara tersendiri. Pidana 
untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai 
dengan Pasal 81.  
Pasal 71 menyebutkan bahwa:5 

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri  atas: 
a. Pidana peringatan; 
b. Pidana dengan syarat: 

1. Pembinaan di luar lembaga; 
2. Pelayanan masyarakat; atau 
3. Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja; 
d. Pembinaan dalam lembaga; 
e. Penjara. 

(2) Pidana tambahan terdiri atas: 
a. Perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari tindak pidana, 
atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 
(3) Apabila dalam hukum materiil 

diancam pidana kumulatif berupa 
penjara dan denda, pidana denda 
diganti derngan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada 
Anak dilarang melanggar harkat dan 
martabat Anak. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
bentuk dan tata cara pelaksanaan 
pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (20, dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

       Berikut ini akan dijelaskan tentang 
sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana 
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sebagaimana diatur dalam UU No. 11 
Tahun 2012.  Pasal 71 ayat (1) 
menyebutkan jenis-jenis pidana pokok 
adalah sebagai berikut: 

1. Pidana peringatan 
Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa 
pidana peringatan merupakan 
pidana ringan yang tidak 
mengakibatkan pembatasan 
kebebasan anak. 

2. Pidana dengan syarat 
Pidana dengan syarat diatur dalam 
Pasal 73 sampai dengan Pasal 77. 
Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa: 
(1)Pidana dengan syarat dapat 

dijatuhkan oleh Hakim dalam hal 
pidana penjara yang dijatuhkan 
paling lama 2 (dua) tahun 

(2)Dalam putusan pengadilan 
mengenai pidana dengan syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) ditentukan syarat umum dan 
syarat khusus. 

(3)Syarat umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah 
anak tidak akan melakukan 
tindak pidana lagi selama 
menjalani masa pidana dengan 
syarat. 

(4)Syarat khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah 
untuk melakukan atau tidak 
melakukan hal tertentu yang 
ditetapkan dalam putusan hakim 
dengan tetap memperhatikan 
kebebasan anak. 

(5)Masa pidana dengan syarat 
khusus lebih lama daripada masa 
pidana dengan syarat umum. 

(6)Jangka waktu masa pidana 
dengan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling 
lama 3 (tiga) tahun. 

(7)Selama menjalanai masa pidana 
dengan syarat, Penuntut Umum 
melakukan pengawasan dan 
Pembimbing Kemasyarakatan 

melakukan pembimbingan agar 
anak menempati persyaratan 
yang telah ditetapkan. 

(8)Selama anak menjalani pidana 
dengan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), anak 
harus mengikuti wajib belajar 9 
(Sembilan) tahun.  

                   Pasal 74 menyebutkan: ‘Dalam 
hal Hakim memutuskan bahwa anak 
dibina di luar lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 
huruf b angka 1, lembaga tempat 
pendidikan dan pembinaan 
ditentukan dalam putusannya.6        

 Pasal 75 yang mengatur tentang 
pembinaan di luar lembaga menyebutkan:7 

 (1)Pidana pembinaan di luar lembaga 
dapat berupa keharusan: 
a.  mengikuti program pembimbingan dan 
penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat 
Pembina; 
b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; 
atau 
c.   mengikuti terapi akibat penyalahgunaan 
alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya. 

(2) Jika selama pembinaan anak 
melanggar syarat khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat 
Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim 
Pengawas untuk memperpanjang masa 
pembinaan yang lamanya tidak melampaui 
maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan 
yang belum dilaksanakan. 

Dalam penjelasan pasal disebutkan 
bahwa yang dimaksudkan dengan “Pejabat 
Pembina” adalah petugas yang mempunyai 
kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh 
anak sesuai dengan asesment Pembimbing 
Kemasyarakatan.8 
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7
 Ibid. 

       
8
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Pasal 76 mengatur tentang ‘pidana 
pelayanan masyarakat’, disebutkan   
bahwa:9 
(1)Pidana pelayanan masyarakat 

merupakan pidana yang dimaksudkan 
untuk mendidik anak dengan 
meningkatkan kepeduliannya pada 
kegiatan kemasyarakatan yang positif. 

(2)Jika anak tidak mememnuhi seluruh atau 
sebagian kewajiban dalam 
menjalankan pidana pelayanan 
masyarakat tanpa alasan yang sah, 
Pejabat Pembina dapat mengusulkan 
kepada Hakim Pengawas untuk 
memerintahkan anak tersebut 
mengulangi seluruh atau sebagian 
pidana pelayanan masyarakat yang 
dikenakan terhadapnya. 

(3)Pidana pelayanan masyarakat untuk 
anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) 
jam dan paling lama 120 (seratus dua 
puluh) jam. 

Dalam penjelasan pasal, disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan ”pelayanan 
masyarakat” adalah kegiatan membantu 
pekerjaan di lembaga pemerintah atau 
lembaga kesejahteraan social. Bentuk 
pelayanan masyarakat misalnya membantu 
lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu 
dipanti dan membantu administrasi ringan 
di kantor kelurahan.10 

Pasal 77  mengatur tentang ‘pidana 
pengawasan’, dimana disebutkan bahwa:11 
           (1)Pidana pengawasan yang dapat 

dijatuhkan kepada anak 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, 
paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 2 (dua) tahun. 

           (2)Dalam hal anak dijatuhi pidana 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), anak 
ditempatkan di bawah 

                                                 
       

9
 Hadi Setia Tunggal, Op-Cit, hlm. 41. 

       
10

 Ibid, hlm. 85.  
       

11
 Ibid, hlm. 41.  

pengawasan Penuntut Umum 
dan dibimbing oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan. 

Dalam penjelasan pasal disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan “pidana 
pengawasan” adalah pidana yang khusus 
dikenakan untuk anak, yakni pengawasan 
yang dilakukan oleh Penuntut Umum 
terhadap perilaku anak dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah anak dan pemberian 
bimbingan yang dilakukan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan.12  
3. Pelatihan kerja 

Jenis pidana pokok ‘pelatihan kerja’ 
diatur dalam Pasal 78 yang berbunyi 
sebagai berikut:13 

(1)Pidana pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 ayat (1) huruf c, 
dilaksanakan di lembaga yang 
melaksanakan pelatihan kerja 
yang sesuai dengan usia anak. 

(2)Pidana pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenakan paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 1 
(satu) tahun. 

       Dalam penjelasan pasal 
disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan “lembaga yang 
melaksanakan pelatihan kerja” 
adalah antara lain balai latihan 
kerja, lembaga pendidikan vokasi 
yang dilaksanakan, misalnya oleh 
kementrian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan, pendidikan, atau 
sosial.14 

4. Pembinaan dalam lembaga 
Jenis pidana pokok ‘pembinaan di 
dalam lembaga’ diatur dalam Pasal 80 
sebagai berikut:15 

                                                 
       

12
 Ibid, hlm. 85.  

       
13

 Ibid, hlm. 42.  
       

14
 Ibid, hlm. 85.  

       
15

 UURI No. 11 Tahun 2012, Op-Cit, hlm. 35. 
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(1)Pidana pembinaan di dalam 
lembaga dilakukan di tempat 
pelatihan kerja atau lembaga 
pembinaan yang diselenggarakan 
baik oleh pemerintah maupun 
swasta. 

(2)Pidana pembinaan di dalam 
lembaga dijatuhkan apabila 
keadaan dan perbuatan anak 
tidak membahayakan 
masyarakat. 

(3)Pembinaan dalam lembaga 
dilaksanakan paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan. 

(4)Anak yang telah menjalani ½ 
(satu perdua) dari lamanya 
pembinaan di dalam lembaga 
dan tidak kurang dari 3 (tiga) 
bulan berkelakuan baik, berhak 
mendapatkan pembebasan 
bersyarat.  

5. Penjara 
Jenis pidana pokok penjara diatur 
dalam Pasal 81 yang berbunyi sebagai 
berikut:16 

(1)Anak dijatuhi pidana penjara di 
Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) apabila keadaan dan 
perbuatan anak akan 
membahayakan masyarakat. 

(2)Pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan kepada anak paling 
lama ½ (satu perdua) dari 
maksimum ancaman pidana 
penjara bagi orang dewasa. 

(3)Pembinaan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
dilaksanakan sampai anak 
berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 

(4)Anak yang telah menjalani ½ 
(satu perdua) dari lamanya 
pembinaan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

                                                 
       

16
 Ibid.  

dan berkelakuan baik berhak 
mendapatkan pembebasan 
bersyarat. 

(5)Pidana penjara terhadap anak 
hanya digunakan sebagai upaya 
terakhir. 
(6)Jika tindak pidana yang dilakukan 

anak merupakan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur 
hidup, pidana yang dijatuhkan 
adalah pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun. 

Dalam ayat (1) di atas disebutkan 
bahwa anak dijatuhi pidana penjara 
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA), menjadi persoalan bilamana 
di daerah tersebut tidak terdapat 
LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 
bahwa apabila di dalam suatu 
daerah belum terdapat LPKA, anak 
dapat ditempatkan di Lembaga 
Pemsyarakatan yang 
penempatannya terpisah dari orang 
dewasa.17 

       Mengenai pidana tambahan, 
berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dibagi atas 
dua (2) macam, yaitu: 

a. Perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat.18 
 Di dalam penjelasan pasal 71 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
tidaklah dijelaskan bagaimana yang 
dimaksud dengan pidana tambahan berupa 
‘perampasan keuntungan yang diperoleh 
tindak pidana’, hanyalah pidana tambahan 
berupa ‘pemenuhan kewajiban adat’ yang 
dijelaskan. Dimana disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan ‘pemenuhan kewajiban 
adat’ adalah denda atau tindakan yang 
harus dipenuhi berdasarkan norma adat 
setempat yang tetap menghormati harkat 

                                                 
       

17
 Ibid, hlm. 70.  

       
18

 Ibid, hlm. 31.  
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dan martabat anak serta tidak 
membahayakan kesehatan fisik dan mental 
anak.19 
       Sanksi hukum yang kedua adalah 
tindakan.  Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hukum 
tindakan itu adalah sebagai berikut: 
Pasal 82:20 
(1)Tindakan yang dapat dikenakan kepada 
anak meliputi: 
     a. pengembalian kepada orang tua/wali; 
     b. penyerahan kepada seseorang; 
     c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
     d. perawatan di Lembaga Penempatan 
Anak Sementara (LPAS); 
     e. kewajiban mengikuti pendidikan 

formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan 
swasta; 

     f. pencabutan surat izin mengemudi; 
dan/atau 
     g. perbaikan akibat tindak pidana. 
(2)Tindakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f 
dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. 

(3)Tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut 
Umum dalam tuntutannya, kecuali 
tindak pidana diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. 

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

       Mengenai ayat (1) huruf b yang 
menyebutkan bahwa anak yang berkonflik 
dengan hukum dapat diserahkan kepada 
seseorang, menjadi pertanyaan bagaimana 
kriteria seseorang tersebut yang akan 
menerima anak yang berkonflik dengan 
hukum yang mendapatkan sanksi tindakan? 
Hal ‘penyerahan kepada seseorang’, 
penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b 

                                                 
19

 Ibid, hlm. 66. 
20

 Ibid, hlm. 36.  

menentukan bahwa seseorang tersebut 
adalah orang dewasa yang dinilai cakap, 
berkelakuan baik, dan bertanggung jawab 
dan dipercaya oleh anak dan penyerahan 
itu dilakukan oleh Hakim.21  
       Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf c yang 
menyatakan bahwa anak diberikan 
perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya 
adalah bahwa tindakan ini diberikan 
kepada anak yang pada waktu melakukan 
tindak pidana menderita gangguan jiwa 
atau penyakit jiwa.22  
       Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana 
terhadap anak yang berkonflik dengan 
hukum diberikan sanksi tindakan berupa 
‘perbaikan akibat tindak pidana’ misalnya 
memperbaiki kerusakan yang disebabkan 
oleh tindak pidananya dan memulihkan 
keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya 
tindak pidana, demikian penjelasan pasal 
yang ada.23 
Pasal 83:24 
(1)Tindakan penyerahan anak kepada 

seseorang dilakukan untuk kepentingan 
anak yang bersangkutan. 

(2)Tindakan perawatan terhadap anak 
dimaksudkan untuk membantu orang 
tua/wali dalam mendidik dan 
memberikan pembimbingan kepada 
anak yang bersangkutan. 

       Terhadap sanksi hukum di atas yaitu 
berupa pidana dan tindakan, hakim tidak 
boleh menjatuhkan kumulasi hukuman 
kepada terdakwa, artinya hukuman pidana 
dan tindakan tidak boleh dijatuhkan 
sekaligus. Sebagai contoh apabila hukuman 
pidana tidak dijatuhkan, maka hakim hanya 
dapat menjatuhkan hukuman tindakan saja 
atau hukuman yang dijatuhkan sesuai 
dengan ancaman hukuman yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. 
 

                                                 
21

 Ibid, hlm. 69.  
22

 Ibid, hlm. 70. 
23

 Ibid.  
24

 Ibid, hlm. 36. 
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B. Akibat Penjatuhan Pidana Penjara 
Terhadap Anak Di bawah Umur 
       Pidana penjara merupakan pidana 
utama (pidana pokok) diantara pidana-
pidana kehilangan/pembatasan 
kemerdekaan. Pasal 12 ayat (1) KUHP 
menetukan bahwa pidana penjara ini dapat 
seumur hidup atau sementara; ayat (2) 
menentukan bahwa pidana penjara untuk 
sementara itu paling sedikit satu hari dan 
selama-lamanya berturut-turut 15 tahun.25 
Pidana penjara adalah berupa pembatasan 
kebebasan bergerak dari seorang terpidana 
yang dilakukan dengan menempatkan 
orang tersebut di dalam sebuah Lembaga 
Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan 
orang tersebut harus mentaati semua 
peraturan tata tertib bagi mereka yang 
telah melanggar.26 
       Penjatuhan putusan pidana penjara di 
Indonesia  sampai saat ini masih 
merupakan pilihan utama dari seorang 
hakim untuk menjatuhkan putusannya dan 
sangat sering digunakan, meskipun 
sebenarnya pidana penjara mempunyai 
kelemahan antara lain dapat menimbulkan 
‘labelisasi’ dan ‘prisonisasi’.27 Putusan 
hakim tersebut dijatuhkan baik kepada 
seorang yang sudah dewasa maupun 
terhadap anak yang melakukan suatu 
tindak pidana. Kenyataan yang ada bahwa 
sangatlah jarang seorang hakim 
menjatuhkan pidana yang berupa 
‘tindakan’ terhadap anak yang melakukan 
suatu tindak pidana.  
       Akibat selanjutnya bahwa penjatuhan 
pidana penjara terhadap anak dapat 
merugikan anak, karena masyarakat akan 
memberikan ‘cap/label’ (stigma) kepada 
anak yang dapat merusak karir dan masa 
depan anak, sebagian masyarakat akan 
menolak kehadiran mantan narapidana 

                                                 
25

 Fuad Usfar dan tongat, Pengantar Hukum Pidana, 
UMM Press, Malang, 2004, hlm. 126. 
       

26
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 196. 
       

27
 Sri Sutatiek, Op-Cit, hlm. 40.  

anak sehingga mengakibatkan anak terkucil 
dari pergaulan masyarakat.28 Anak yang 
sudah mendapatkan ‘label’ sebagai 
narapidana dapat berpengaruh besar pada 
tingkah laku anak pada masa yang akan 
datang, karena akan memunculkan 
kenakalan baru.  
       Pemikiran ini dapat ditelaah 
berdasarkan teori Labeling. Menurut teori 
Labeling, kenakalan anak dapat muncul 
karena adanya stigma ‘nakal’ dari orang 
tua, tetangga, teman sepergaulan, saudara, 
guru atau masyarakatnya bahkan putusan 
pengadilan.29  Berdasarkan teori Labeling 
ini, maka dapat dipahami bahwa pemberian 
stautus ‘Tahanan Anak’, ‘Tersangka Anak’, 
‘Terdakwa Anak’, ‘Anak Pidana’ atau ‘Anak 
Negara’ melalui sistem peradilan anak 
dapat menjadi label bagi anak, dan label 
tersebut dapat mengakibatkan kenakalan 
anak yang bersangkutan pada masa yang 
datang. Kenakalan anak yang muncul 
setelah anak diberi label oleh negara 
sebagai “Anak Nakal” merupakan devian 
sekunder. Menurut pendapat J.E. Sahetapi, 
bahwa devian primer adalah perbuatan 
melawan, dan devian sekunder adalah 
reaksi dari devian primer. 

 
PENUTUP 
A.   KESIMPULAN 
1. Bahwa sanksi hukum yang dapat 

dijatuhkan terhadap anak di bawah 
umur yang melakukan tindak pidana 
menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan 
tindakan. Sanksi pidana terdiri dari : 
pidana pokok berupa; pidana 
peringatan, pidana dengan syarat 
seperti pembinaan di luar lembaga, 
pelayanan masyarakat atau 
pengawasan, kemudian pelatihan 
kerja, pembinaan dalam lembaga dan 
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pidana penjara; serta pidana tambahan 
berupa: perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana dan 
pemenuhan kewajiban adat. Sanksi 
tindakan berupa: pengembalian 
kepada orang tua/wali, penyerahan 
kepada seseorang, perawatan di rumah 
sakit jiwa, perawatan di LPKS, 
kewajiban mengikuti pendidikan formal 
dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 
pemerintah atau badan swasta, 
pencabutan SIM dan atau perbaikan 
akibat tindak pidana. 

2. Bahwa penjatuhan pidana penjara bagi 
anak mempunyai akibat yang sangat 
besar  terhadap masa depan anak itu 
sendiri. Anak akan mendapat cap/label 
sebagai anak nakal, kemudian anak 
yang sementara menjalani pidana 
dalam penjara akan mengalami proses 
‘prisonisasi’, suatu proses pembiasaan 
sikap dan perilaku dengan narapidana 
yang lain yang tidak baik. Disamping 
kedua hal tersebut, pidana penjara 
juga berakibat buruk dari dimensi 
sosial yaitu anak akan beranggapan 
bahwa ia telah dibuang dari pergaulan 
hidup masyarakat dan dari dimensi 
pendidikan, anak tidak mempunyai 
kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan yang layak dan kehilangan 
harapan untuk meraih cita-citanya.  

 
B.   SARAN 
1. Bahwa sanksi hukum yang ditetapkan 

dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah 
diterapkan oleh Hakim dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara 
tindak pidana anak di bawah umur. 

2. Bahwa anak yang melakukan suatu 
tindak pidana janganlah dijatuhkan 
putusan berupa pidana penjara 
mengingat akibat buruk yang 
ditimbulkan, alangkah baiknya hanya 
diterapkan sanski berupa tindakan 
sebagaimana yang diatur dalam UU No. 

11 Tahun 2012, sehingga anak 
mempunyai harapan akan masa 
depannya dan dapat meraih cita-
citanya.      
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